PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 41 TAHUN 2014

TENTANG;

STANDAR.OPERASIONAL PROSEDUR:(:SOF )_;,
PENGELOLAAN,BARANG,MILIK: DAERAHg

KABUPATEN MUSI*BANYUASINE
TAHUN ANGGARAN 2014;



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 4] TAHUN 2014
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR {50P)
PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN MUSt BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUS]| BANYUASIN,

Menimbang & pahwa untuk mewujudkan tertib adminiztrasi  bararg milik
daerah yang sesuai dengan kaidah pengelolaan barang milik
daerah berdasarkan peratwan perundang-undangan yang
bertaku dan  juga dalam rangka penerapan  sistem
pengendalian internal pengelotaan barang milik Pemenntah
Kabupaten Musi Banyuasin perlu ada pengaturan tentang
Standar Operasional Prosedur (S0P} tentang Fengelofaan
Barang Mitik Daerah:;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurdf a, perlu menetapkan Peraturar Bupati Musi
Banyuasin  tentang  Standar  Cperasional  Prosedur
Pengelalaan Barang Milik Daerah;

Mengingat - 1. Undang-Undang MNomor 28  Tahun 15859 lentang
Permbentukan Baerah Tingkat il dan Kotapraia di Sumatera
Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomecr 1821

.r
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2. Undang-Undang  Nemor 15 Tahkun 2004 teniang
Pemcriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuargar
Negara ( Lembaran Negara Hepubiik Inforesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembarar Negara Republik Indoresia
Nomor 4400%;

3. Undang-undang Nomor 12 lahur 2011  tentang
Pempentukan Peraturar Perurdang-undangan  {Lombaran
Negara Repuilik Indonesia  Tahun 201 Momor B2
cambahan Lombaran Negara Repchlk indonesia Nomaor
5234):
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Undang-Undang Nomor 23 Tanhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanum 2014 Nomor 244, Tambaban Lemparan Negara
Republik Indonesia Momor 5587

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ientang Sisiem
Informas1 Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomoer 138, Tambahan Lembaran
NMegara Republic Indoresia Nomor 4576} sebagaimana
diubah dengan Peraturar Pemeriniah Nomor 65 Tahun 2016
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Repulix Indonesia Nomor
alohl

Peraturan Pemerintah Nomoer 58 Tahur 2005 tentang
Fengstolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran
Wegara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Normor 85 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
iWrrimal {Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambabhan l.embaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4585}

Peraturan Pemernniah Nomeor 38 [ahun 2007 tentang
Pembagian Unsur Pemerintahan antara Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tabun 2007 Nemor 22,
Tambahan tembaran Negara Nomor 4737,

Peraturan Pemeriniah MNomor 71 Tanun 2018 tentang
Standar  Akurtang:  Pemenntaban  (lembaran Negara
Reputlik indenesiz Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
_embaran Negara Republik tndanesia Nomar 51897

. Peraturan Pemerintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah {Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 2012
Nomaor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia
Momor 272

Peraturan Pemerintan Nomaor 27 tahun 2074 tentang
Pengelolaan Barang Milkk Negara/Daerah (Lembaran Negara
Repubtlix Indonesia Tahun 2014 Narmor 82

Peraturan Menieri Dalam MNegeri Momor 7 Tahun 2008
tentang  Standarisasi  Sarana  dan Prasarana Kera
Pemerintah Daerah sebagaimana divbah dengan Peraturan
Mentert Dalam Negeri Nomor 11 Tanun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Femerintah Dacrh;
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rof-tasn Barang Misk Daerzh:

& Feraloen Nzrer Daam Nager Nomor 32 Tahun 201
=mang Foacman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumper Dar Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeran {Berita Negara Republik Indonesia Tahupn 2011
Naomor 450) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Datem Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Peribahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomar 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia!
Yang Bersumber Dari Anggaran Fendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2012
Namor 540);

15. Peraturan Menten Dalam MNegeri Nomor 52 Tahun 2011
Teniang Standar Operasicna!l Prosedur O Lingkungan
ERe Pemerintah Provinsi dan Kahupaten/Kata:

16. Peraturan Menteri FPendayagunaan Aparatur Negara Dan
3 Reformasi Birokrasi Nomer 35 Tahun 2912 teniang Pedoman
~r Peryusunan Standar Operasional Presedur  Adininistras|
Pemerintahan:

17 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pembentukar: Produi Hukum Daeran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nu.32):

18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintanan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Musi Banyuasin
{Lembaran Daerah: Tahun 2008 Nomor 33)

19. Peraturan Daerah Kabupaten fusi Banyuasin Nomar 12
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
Kebupaten Must Banyuasin,

MEMUTUSKAN :

V'znetapkan ¢ PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (S0P}  PENGELOLAAN  BARANG  MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MUS! BANYLASIN

BAR i
KETENTUAN UMUN

Fea=al 1

Dalam Peraturan Supati ini yang dtmaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
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~SwET -gmna<ian Sawyst Daaran. yang selanjutnya disingkat OPRD, adalah
—=we~ Pervasian Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Sailan Kara Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD. adalah
perangkat daerzh pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik
daeran.

Bararg Milk Dasrab (BMD) meliputi barang yang dibeli ataw diperoleh atas
nehan Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah atau barang yang berasal dari
serclehan ainnya yang sah.

Barang Inventaris adalah barang milik dagrah yang mempunyai masa manfaai
-2bifn dari 12 (dua belas) butan untuk digurakan calam kegiatan pemeriniah
daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Barang pakai habis adalah barang mitik daerah yang dimaksudkan uniuk
mendurung kegiatan operasicnal pemerintah daerah yarg umur ekonomisnya
fidak lebih dari 12 (dua helas) bulan.

Persediaan adalah barang Inventaris yang dimaksudkan untuk dijual dan/atal
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakal dan sarang habis pakai,

Pengefola barang milk daerah selanjuinya disebui pengelola barang adalah
pejabal yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan
pedoman serta metakukan pengeioiaan barang milik daerah.

Hengelolasn barang milik daerah adalah rargkaien kegatan dan tindakarn
terhadap barang daerah yang meliputi  perencanaan kebutuhan  dan
penganggaran, pengadaan,  penggunaan, gemanidatan.  sengamanan dar
pemelinaraan.  penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan  penghapusan,
penatausshaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendaiian

Fembaniu pengelola barang milik daerah, yailu yang selanjutnya  disebut
pembantu pengelcla adalah pejabat yang bermanggunuizwal  nengkoordinir
penyelenggaraan pergaiaigan barang milik daesah yang ada pade SKPD.

Fengguna barang milik daerah, yang seianjuinya disebul pengguna barang.
adaiah pejabal semegang kewenangan penggunaan bararg milik daerah

Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau peiabat yvang ditunjuk
oleh penggura barang untuk menggunakan barang vyang heraga dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pengurus barang milik daerah adalah pegawat yang discrahi tugas untuk
mengurus barang daerah datam proses pemakaian yang ada d: setiap SKPMunit
kerja.

Unit kKaria adalah bagian SKFPL yang diberi wewenang sebagai kuasa pengguna
barang untuk menggurakan barang milik daerah vyang berada  dalam
penguasaannya, -
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- TengElEan adzan kegmlsn Lnuk melakurar pemenuhar kebuwluhan irarang

20 FPenvaluran acaizh kegiastan untuk menyalurkan afau pengmman barang milik
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28.
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daerak dan gudang ke unit kerja pemakai.

- Pemeiiharaan adalah kegiatan atau tindakan vang dilakukan agar scmua barang

miik daerab selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara
berdaya guna dan berhasit guna.

FPengamanan adatah kegiatan tindakan pengendalan dalam pengurusan barang
milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukurm.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam
mengelela dan rmenatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas
dar fungsi instansi yang bersangkutan.

Pemanfaatar adatah pendayagunaan barang miiik daerah yang tidak digunakan
untuk  penyeienggaraan tugas dan fungst Satuan Kera Perangkat Daerah
danfatav optimafisasi barang miik daerah dengan tidak merguban status
kepemilikannya.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain daiam jangka
waktu terterdu dan menerima imbalan uang tunai

Finjam pakai adaiah penyerahan penggunaan barang aniara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah atay antar pemerintah daerah dalam jangka waktu
tertentu fanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada pengeioia harang.

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah aleh pihak
lain dalam ‘angka wakiu tertents dalam rangka peringkatan penerimaan
pendapatan daersh bukan pajaki/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan
lamnya,

Bangun guna serah adaiah pemanfaatan barang milix daerah berupa tanah oleh
pihak lain dengan cara mendirikan banguran danfatau sarana  berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lar tersebut dalam jangka
waxtu terenie yang telah disepakati untuk szlanjutnya dizerahxan kembali tanah
beserta bangunan danfatau sarana berikis fasilitasnya setelah berakhimnya
Jangka wakiu.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang mifix daerah berupa tanah cleh
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan danfatav  sarana  beriku
fasiltasniya, dan  setelah selesai  pembangunannya  diserahkan  untuk
didayagunakan oleh pihak lain iersebut dalam Jangka wakiu terientu vang

tisepakati.

Henghapusan adalah findakan manghapus barang milk daerzh dari dafar
oarang dengan menerbitkan surat keputusan dari peiakal yvang berwenang untuk
membebaskan pengetola barang. pengguna barang danistau kuasa pengquna
barang dari tanggung jawab administrasi dan fsik atas Earang yang berada
dalarm penguasaannya,
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. CuKETmernikar Sarang mifk dasran ada'an pengaiihan xewemilikan barang milik

daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemcrintah pusat,
aniar pemerinian daerah. atau antar pemerintah daerah dengan pihak iain,
dengan menersima penggantian dalam bertuk barang, paiing sedikit dengan nila
seimbang.

Hibah adaiah rengalihan kepemilikan darf pemerintah pusat kepada pemerintak
daerah, dan pemerintah daersh Kenada pemeriniah zusat, artar oermeriniah
taerah, atau darn pemerintzt daerah kepada pihak iain, tanpa memperolah
fenggantian,

- Penyertaan modal pemerntah daerak adaiah pergalinan kepemilixan barang

milik daerah vang semuyla Meripakan rekayaan yang tidak digisahkan menjadi
kekayaan yang tipisahkan untuk diperhitungkan senagai modal/saham daerah
pada Badan Usaha Milik Daerah atay badan hukum fainnya yang diriliki daerah,

. Penatausahaan adalah rangkaian  kegigtan yang meiiputi  pembukyan,

mventarisasi dan peiaporan barang milik daerah sesual dengan keteriuan
peraturan berundang-undangan.

INvertarisasi adalah kegiatan untuk melakukan nendataan, pencalatan.dar
pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Penitai adalah pihak yang melakukan penilaian secars Ndependen berdasaricar
kompeternsi vang dimiliki.

Penilaian adalah proses kegiatan untux memberikan suaty opini nilgl atas suatu
obyek panilaian herupa barang miiik daerah pada saat terteniy

Daftar Barang Pengguna, vang selanjutnya disingkat DBP. adaiui daftar yang
Mmemuat data barang yang digurakan oleh Masing-masing pergguna barang.

. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selarutnya disingkat dengar DBEKP,

adatan daftar yang memuat data barang yang dimiiki clek masing-masing ki:asa
pengguna barang.

Standardisasi  sarana  dan prasarana  korna  Pemenntab Gasrah adaian
pemtakuan ruang kantor, periengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas

- Slandardisasi harga adaian penetapan besaran harga barang dan alay Asa

sesual jenis. spesifikasi dan kuaiitas dalam 1 {saiu) periodo terteniu.

. fRumah Daerah adalah bangunar yang dimilik: oleh pemernriah daergh dan

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hurisn dar sarana pembrnaan keluarga
selta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri.

. Rumah Daerah Golongan | adatah rumah daerah yang dipergunakan hagi

pemeagang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus Lertempat tinggal
di rumah tersebut. serta hak penghumiannya terbatas selamay pejabat yang
bersangkiutan masin memegang jabatan tertenty tersebut

. Rumah Daerah Golongan It adalah rumah daerah yang mempunyar hubunoan

tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan nanya discdiakan untuk digiami
0ieh pegawat negeari dan apahiia telah berhenti atai pensiun rumah dikembaiikan
nada pemerintah daeran,
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PRETIARET zaps wmme g FEND I Daxukan mengenal proses Eenyelenggaraan

T-IERl_ImE ozraceea- sasrgt

S pEmeege zCaiab siandar brosecur yang diperuntukican bagi jens-jenis

237 yEng Sersifat adminstratit

215 B4 2deian standar arosedur Yang sangat rinci dan barsifa teknis.
“272 30F adaizk bentuk PENUAngan SOP berupa tulisan dan diagram alur,
=785 3CF agalah Proses memeriksa kebenaran dan kesasyaian SOP,

~E'ET Siosedur adaiah langkah-langkah yang sistematis dalam meiaksanakan

E-3C cgkeraan untuk Memperoleh hasii kerja tertenty,

—azram alur acalah gambar ¥ang meniefaskan alyr RIases, prosedur gtay
==4umMen suaty Kegiatan ¥ang menggunakan simbol-simbol atay, bertuk: bentik
T Z87g. untuk mempermudah memperpiah informasi.

bxy

—28" akhir adalah produk/output dari syat, pekeriaan yang dilaksanakan berupa
227277 dan jasa,

]

=TYeMzurnaan SOF adalak serangkaian kegiatgn dalam ranpka meningkatkan
“.2118% standar Cherasmnal prosadur Yang ferdis dag melengkapi. membuat,
“Enzmbahy menguranor, menyusun, dan mengevaluasi stapdar ODErasicna!
Zrosadur

~Ziaksana adaiah pihak-pihak ¥ang lerkaii dalam pelaksanagan S0P

makatan unit kerja adalah unit keria yang lebih rendah seEagal Fendukung unit
“2rja diatasnya,

[

exensiiasi data BMD adalal: proses Pencocokan data BMO yarg diproses
za.am peberapa sistem/syb sistem vang berbeda berdasarkan dokumen sumber
277 sama.

“zjabat Pembuat Komitmen yang setanjutriya disehy dengan PPK adalah
“giabat yang bertanggung jawab atas petaksanaan pengadaan barangfasa.

“encana Kebutuhan Harang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD
2daiah dokumen PErencanaan yang berisi rencansg tahiinar barang dari sKPp

mancana  Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjuinya
Zsingkat RKPBMD adalah rencana tahunan kebutuhan remelinaraan barang
“aerah dari SKPD.

BAB I
PEJABAT PENGFELOLA SBARANG ML IK DAERAH
Pasal 2

<enala Daerah sebagal pemegang kekuasaan FENgeivaan barang milik dacrak
l2fwenang  dan bertanggurgiawab  atas pembinaan  dan pelaksanaan
cengelolaan barang mitik dagrah:
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T oRerzg 3KED gaak SENEQUnE darang;
< mecaE Jri Palaksana Teknig Daerah (UPTD) selaky kuasg pergguna:

- Penyimpan Earang milik daerah; dan
Pangurus tarang milik dasrah.

T

BAE 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

fasat 3

S0P Pengeioiaan BMD bertufuan untuk -

(13

(2

(T}

Memberikan pedomarn Kepada para Pejabat dan pelaksang ¥ang ferkaj dengan
nfengelolaan BMD: dan

enciptakan komitmen mendenal prosedur yang dikeraikan urit ®ena dalam
mewujudkan tertib pengeiolaan BMD.

Fasal 4

30P pengelolaan BMD Kabupaten Misi Banyuasin mencakus seluryh rangkaian
PTases yang harus dilaksanakarn oleh pengelola. pembani; pengelola, pengguna,
kuasa PENgJuUna. penyimpan dan Pengurus  BMD  dalam melaksanakan
Pengelolaan BMD:

Prosedur sebagaimana dimaksyd pada ayat (1) metioul

4. Uraian prosedur berencanaan kebutuhan dan penganggaran:
b. Uraian prosedur tengadaar:

c. Uraian prosedur PENerimaan. RENYIMEanan, dan penyaivran:

d. Uraian prosedur penggunaan;

e. Uraian prosedur fenatausabaan pernbukuan dan pelapcrani;
f Uraian sroseduyr IPventarisasi (sensus BMD:;

q. Uraian prosedyr PENgamanan dan femeliharaan:

1. Uraian prosedur RPeNYewaan tanah dan oanglnan yang fidak diserguaakan
it pengguna.

I Uraian prosedur benyewaan sebagian fargh dan hangunan YARG masin
dipergunakan unii Pengguna sera selain tanah dan/atau Langunan-

I. Uraian prosedur pinjam pakai;

k. Uraian prosedur kerjasama pemarfaatan:
[ Uraian orosedyr bangun, guna, Sarah:
m. Urajan prosedur bangun, serah, gura:

n. Uraian prosedur Penghapusan B I:
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-iLgar 4gtdsraar cerorangan dinas:

- _rzam crossdyt per’uelan <erdardan Ginas cperasional;

it

Jea'a~ ooosaedur cenjualan rumah dinas daerah golongan i

T oraan orosacur hibah aizs tanah dan bangunan:

. Lira.an prosedur hibah selain tanak dan bangunan;

. Jraizn prosadur penyeriaan modal daerah atas tanah danfatau bangunan:

w. Uralan prosedur penyertaan modal daerah selain tanah dandatau bangunan,
dan

% Uraian prosedur rekonsiiast data BMD.

31 Diagram alur prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat {Z) tercanium dalam
lampiran | yang mertupakan bagian yang iidak terpisankan dari Peraturan Bupal
s

. Bentuk formulir yang digunakan datam SOP Pengelolaan Barang Milik Daeran
rarcantum dalam fampiran i yang merupakan bagian  fidak terpisabkan dari
Peraturan Bupati it

iPasal 5

_-ziar prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran, dengan tahapan
-='aksanaan scbagai nerikut;

Dermbaniu Pengslola menyusun buku psdoman harga barang dan jasa, buku
sedoman RKBMO dan RKPBMD untux tahun yang akan datang berdasarkar:
Peraturan Kepala Daesah tentang sarana dan prasarana kera dan Keputusan
Kepala Daerah tentang standar hargs;

P
{
E.
:

~  Pengguna mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Lnit (RKBU) dan Rencana
Kehutuhan Perneliharaan Barang Unit (RKPBU) dengan  mempernatikan
wetersediaan barang yang ada dan berpedoman pada standansasi sarana dan
nrasarana kerja pemerintah serta pedoman harga:

Uculan RKBU dan RKPBU disampaikan kepada Pembantu Pengelola untuk
digabung dalam buku RKBMD dan RKPBMD,

:  Seteiak APBD ditetapkan maka pengguna menetapkan Daftar Kebutuhan Barang
Linit {DKBLY dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (DKPBUY,

1H

KBU dan UKFPEBU disampaikar kepada Pembantu Pengeicla untuk digabung
salarn buku Daftar Kebuluhazn Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Oaftar
<abutuhan Pemclinaraan Barang Milik Daerah (DKPBMD). dan

: GKBMD dan DKPBMD sebagai pedoman hagi Pengguna dajarn melakukan
~angadaan dan permeliharaan barang uniuk 1 (salu) tahun anggarar.
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arcousa.  Tan@Ecier  FRand Pamuna Komimen  (PPKY dan
wpmoarsA Yarsa pEsadE KanULayanan Fangadaan (KLP),

=BK rmeryusin Harga Perxirzan Sendirl (HPE) alas pengadaan barang dan |asa
dan menyvamgaikannya Kepada KLP;

Kenaia KLP menetapkan Kelompok Kerja (Pokja} pengadaan,

Fokja cengadaar sada KLP menelit HPS yang disarnpaikan PPK. Dalam hal
giperiukan, pokja pengadaan pada KL P dapat mengusulkan kepada PP tentang
csrubahan HES danfatau perubanan spesifikasi teknis pekarnaan

Saokja nengadaan menyelenggarakan fender/2lang uriuk pengadaan barang
vang bernilai diatas Rp. 200.000 050,90 dan pengadaan iasa yvang bernsla diatas
550000 000.0¢ seta menetapkan pemanang lelang yang dituangkan dalam
Berita Acara Hasii Pelelangan dan menyampakanr paneispan pemendns llariy
tersebut kepada PPK,

Serdasarkan penetapan pemenang leiang. PPK menertitkan Sural Pencnjukan
Penyedia Barang dan Jasa {SPPBJ} atas pcmenang letang:

PPK membuat surat peranjian kantrak/surat perintain kera yang ditandatangant
p'en PPK dar pihtak pemenang lelang;

Hasil pengadaan barang diterima dan diperiksa oleh PejabatPanitia Penerima
Hasil Pekerjaan (PPHP} dengan membuat berita acara pemeriksaan barang, Jika
hasil pengadaan barang tersebut tidak sesual dengan sural  petjanjian
kontrakisural perintah kerja maka barang iersebul dikembalikan kepada
peiaksana pengadaan tarang;

Penarimaan barang yang telah diperksa oleh PPHF dilaksanakan oleh
nenyimpan barang dan/atau pengurus barangd pada SKPD yang bersangkutan
dengan membuat berita acara serah terdma barang yang srandatangani olzh
PPK dan pelaksana pengadaan barang.

Fasal 7

Uraian prosedu; penermaarn. penyimpanan dan penyaluran. dengan izhapan
nelaksanaan sebagai berikut:

1

Pejabat/Panitia  Penerima Hasil Pexerjaan (PPEHP) memeriksa BMD  hasil
nengadaan dan membuat berita acara pemeriksaan parang jika sesual dengan
persyaratan sebagaimana iortera dalam sural peraniian danfatau dokumen
nenyerahan  lainnya  serta melaporkannya  kepada Pengguna. Apabila
herdasarkan penelitian ternyata ada kexurangan atau syaral-syarat yang belum
terpenuhi, maka penerimaan barang dilakuxan dengan mambuat tanoa
penermaan sementara barang yang dengan egas membuat sebab-sehab
daripada penenmaan sementara barang. Apabila barang telah ditenma akan
tetapi belurn sempat diperiksa, maka penerimaan barang dilaksanakan nleq
penyimpan barang dengan membuat tanda pengrimaar oarang sementara,
dengar diberi calatan barang betum ditelit oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekenaan (FFHP),
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T TEayimgan karang serla membuat berita

KU pensrimaan barang yang dtsampatkan ke
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SCRTE DENBNTEAn Darang aazn b
FE"zguna ssbagai laporan:
—aam ral penyaiLran barang, Pengguna membuat surat perinian pengeluaran
LETENg Xepada Fanyimgar Barang;

Peryimpan barang  menyalurkan barang sesyuai dengan  surat  perintan
Fengeluaran barang dayi Pengguna dan Penyimpan Barang membuat auky
pengeluaran Darang;

Penvimpan barang membuat buky barang inventaris. buku parang pakai hahis,
kari barang. buku persediaan barang, laperan penerimaan dan pengeluaran
Darang semesteran sebagai bahar laporan kepada Pengguna, dan

Pengauna menyampaikan  laporan  penerimaan dan  pengeluaran barang
semesteran kepada Pengelola melalyi Pembantu Pengelola,

Pazat 8

ratan prosedur penggunaar, dengan tahapan pelaksanaar sebagai berikut:

Pengguna menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD digartai dengan usulan
penaiapan statys Penggunaan barang tersebut sertg tanah dan/ata bangunan
yang tidak dipergunakan untuk menfalankan tupoksi kepada Fengelola:

Pengelala melalui Pembanty Pengeloia meneliti laporar dan usulan  dari
Pengauna:
Berdasarkan nasil penelitian dimaksug maka Fengelola mengajukan usul kepada

Kepala Dasrah untuk penetapan status penggunaan:

Kepala Daerah menetapkan status penggunaan BMD uniuk melaksanakan tugas
dan fungsi unit pengguna dan/atau dioperasikan oleh wihak lain dalam rangka
menjalankan pelavanan umum sesual tugas pokok dan fungs: unit PeENyaUra
yang bersangkutan;

Fengguna melaly penyimpan/pengurys barany mefakukan penatausanaan MO
berdasarkan penetapan status Fonggunaan dirmmaksod

Fasal 8

Uraian prosedur Penatausahaan ipembukuan dan pet@poran BMD), dengan tahzpan
pelaksanaan sebagai berikut:

-

2

§d

i Pengurus barang mencatat Zarang ke dalam buky inventars:
- Uperator melakukan panginputan data BMD pada aplikasi SIMaDA BMO; dan

Hengguna menyampaikan Laporan BMD kepada Pengelola melalui Pembanty
Fengelols.

Fasal 10

Jraian prosedur penatausahaan (inventarisasifsensus BMD;. dengan tahapan
Jelaksanaan sebagar berikyt:

“
I

Fengelola Menylapkan panitia senss untuk ditetapkar aieh Kepala Dagrah:
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zeTorik isa” s 3eneus 2N besena <anu forrmaiin:
{goz'a Daeran menstapkan patunick teknis sensus BMDO-

Pergeicla melalui Pembaniu Penceioia melakukan bimbingan teknis pelugas
pelaksans sensus BMD (pengurus barang);

Pantia menyampaikan formulir dan bahan samoai pada unit kerja/satuan kena
tererndal;

Petugas sensus melaksanakan sensus BMD pada rmasng-masing unit pengguna
secara berienjang mulai dar unit kena sub unit kera terendan dengan mengisi
KIB. KIR dan buku nventars sekaiigus dengan penulisan nomar kode iokas: dan
kode Rarang;

Petugas sensus menyelesaikan hasil sensus BMD dengan meryampaikan KIiB
dan buku inventaris secara berjenjang muiai dari umt kerjalsub Jnit Kerja
terandah kepada atasan;

Pengguna mengawas: dan mengevaluasi hasi sensus 280 di ingsungan satuan
kerjanya:
Pengguna membuat dan menyampaikan daftar rekapitulast hasil sensues BMD

sampai unit kerjadsub unil ketja ierendah yang ada di lingkungan satuan kerjanya,

Pengelola metaiui Pembantu Pengelola menyiapkan Buku induik inventars yang
merupakan rekapitulasi dari buku inventaris yang aia pada seluruh unn
pengquna;

Kepala Dasrah menyampaikan hasil sensus BMD kepada kementerian Dalam
Negeri.

Pasal 11

Uratan prosedur pengamanan, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

L

Lo

Pengguna melaksanakan pencaiatar, inventarisasi penyimpanan BMUD dan
melengkapi buktt kegemilikan seperti BPKB, faktur pembeian, BB, benta acara
serah terima. surat perianjian, akte jual beli dan dokumen penduxkung lainnya.
selanjutnya diinput pada aplkasi SIMUA BML:

Pengguna melaporkan pencatatan, inventarisasi, penyimpanan BMD  dan
menyerahkan bukii kepemilikan kepada Pengeioia melalui Pombanty Pencelola;
Perrbantu Pengelola menggabungkan seiuruh data BMD Zart masing-masing
Penqguna,

Fengguna memasang abel kode iokasi. kode barang, napan tanda kepemilkan,
pemagaran dan penjagaan BMD dengan berkoordinzgsi dengan Fermbaniu
Pengelola.

Pasal 12

Uraian prosedur pemeliharaan, dengan tahapan peiaksanaan sebagas berikut:

i

Pengguna melaksanakan nemelinaraan BMD sesual dergan Daftar Kebutuhan
Pemelitaraan Barang Unit (DKPBU) dan Daftar Kebutehan Pemeliharaan Barang
Witlik Daerah (DKPBMDO};
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T25. —e@xerEsr CPRE melakukan pemeriksaar atas

SATRAN CEMeLnatEar aranyg oish pihax ketiga:

CeiEnatPanite Penenma Hasil rexeriaan (FPHP) membuat berita acara
cerreni<ssdn cekerjaar vang ditandatangani cleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Fekerjaan (FRPHE;

~engurus barang mencatat pelaksanaan pemeiiharaan barang ke dalam kartu
cemeiharaanioerawatan barang:

Pengouna melaporkan pelaksanaan pekerjaan/pemelinaraar barang kenuds
Pengelola metalui Pembantu Pengelola:

Pembantu Pengelala menghimpun selursh pelaksanaan pemeiiharazn barang
dan melaporkan kepada Kepala Daerah,

Pasai 13

Uraian prosedur penyewaan berupa tanah dan pangunan yang fidak dipergunakan
cleh unit pengguna, dengan tahapan petaksanaan sebagai berikut:

T

Pengguna mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola atas usu'an
pihak ketiga terhadap BMD yang akan disewakan dalam pengusulan tersebut
dilengkapt data barang,

Kepila Daerah menetapkan panitia penyewaan BMD,
Fanitia melakukan peneltian dan membuat berita acasa hasil penclitian;

Fengeioiz mengajukan permohanan persetujlian kepada Kepala Daerah ztas
barang yang akan disewakan dengan medarnpirkan berita aczra hasil penelitian:

Kepaia Daerah menstapkan keputusan tentang peryewaan BME:

Pengelola membuat surat perjanjian sewa dar menandatangan surat perjaniian
sewa atas nama Kepala Daerah dengan pihak penyewa: dan

Hasil penyewaanr BMO di setor ke kas daerak,

Dalarm Keputusan tentang penyewaan barang miiik daeran harus memuat secara
wegas antara lain:

a) Data mengenai barang milik dagrah yang akan disewakan:

0) Ketentuan pelaksanaan diatur lchih lanjut dalam Surat Perjanjian Sews
Meryewa:

¢) Surat Perjanjian Sewa Menyewa memuat anlara lain-
1. Data barang milik daerah vang disewakan:

- Hak dan kewajitan dar pada kedua belah pihak:

Jumlah/besarnya uang sewa yang harus dibayar cleh Pihak Ketiga,

- R T\

- Jangka waktu sewa-menyewa:
. Sanksi,

. Ketentuan lain yang dipandang perlu lerutama mengenai batasan-natasan

[ ) |

penggunaan barang milik daerah yang disewakan kepada Phhak Penyewa;
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cerargiar sewa barang milis dasraly,

i

. Segaia biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan

cenyawaan barang milik daerah ditanggung oleh Pihak Penyews;

Lil

dargsz wastu penyewaan maksimal S (lima) tahun dan dapat dipertimbangkan
Artuk diperpanjang,
Toaelain penyewaan terhadap pemarntaatan barang  milik daerab dapat

dixenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Dacrah

Fasal 14

~ralan prosedur penyewaan berupa sebagian tanah danfatau banguaan yang masih
c.cergurakan oleh unit pengguna serta selain {anah danfatau bangunan, dengan
‘zhapan pelaksanaan sebagat berikut:

[v2

Fengguna mengusulkan dan memohon persetujuan kepada Pengelola atas
Lsulan pihak ketiga terhadap BMD yang akan disewakan, dalam pengusulan
tersebut dilengkam data barang;

Berdasarkan persetujuan Pengeiola, Pengguna menelapkan kepuivsan tentang
penyewaan BMD berdasarkan persetujuan Penogelola;

Fengguna membuat surat peranjian sewa yang dritandatangani oleh Pengguna
dan pihak penyewa; dan

Hasii penyewaan BMD di setor ke kas daaerah sesual surat parjaniian sewa paling
lambat 2 (dua) hart kerja sebelum ditandanganinya porfanjian sewa barang milik
daerah;

Dalarm Keputusan tentang penvewaan bararg milik caerah harus mamuat secara
tegas antara lain:

a) Data renpaenat barang milik daerah yang akan disewakan,

b) Kefeniuan peiaksanaan diatur lehih lanjut da'am Swral Feranjar Sewa
Menyews:

o) Surat Perjanjian Sewa hMenyewa memuat antara lain

1. Data barang milik daerah yang disewakan,
. Hak dan kewaijiban dari pada kedua belah oinak,
_Jurmniah/besamya uang sewa yang harus dibayar oleh Pinak Ketga,
Jangka waklu sewa-menyewa.

Sanksi

@ oo W N

Ketentuan |ain yang dipandang perlu terutama mengenal batasan batasan
pengguraan barang milik daegrah yvang disewakan kepada Pinak Penyewa,
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AN sINE pEiT dvant g -duay hari keria sehelum ditandanganinya

™o Caerak:

fr1

~Se0SiE Diaya varo diperlukan dalam rANgHa  persiapan  pelaksanaan
penvewdan barang milk daeran ditgrniggung oleh Pihak Menyewa;

L

t wargia wakiu penyewaan maksimal & f

Jima) tahun dan dapat dipertimbangkan
Uil diperpanjang;

fi Selain penyewaan terhadap pemanfaatan barang milik daergh dapat
dikenakar retribusi yang citetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

alan prosedur pinjam pakai, dengan tahapan pelaksanaan sehagal berikui

Pengguna mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Pangelola atas usulan
peminjaman, dalam pengusulan tersebus dilengkapi gata barang;

Pengelota mengajukan permohanan perseiujuan kepada Kepala Daerah atas
harang yang akan dipinjamhan:

Kepala Daerah menetapkan persetujuan tentang perinjarman BMD:

Pengeiota membual surat perfaniian pinjam pakai dan menandatangani surat
peranjian pinjam pakai dengan pihak peminjam:

Penyerahan BMD yang dipinjampakaikan dituanckan dalam berta cara gerah
tefirma barang.

Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan Surat Perjaniiar dengan sekurang-
kurangnya memuat,

a. pihak-pihak yang terikat dengan perjaniiarn;
b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan
C. jangka wakiu piniam pakai:

d. tanggungiawab peminjam atas biaya operasional dan pemeiharzan selama
iangka waktu peminjaman:

€. persyaratan |ain yarg dianggap perlu:

Jangka waktu pinjam pakal maksimal selama 5 {lima) tshun dan apabila
diperlukan dapat diperpanjang kerabal:

Hasai 16

Jraian prosedur kerjasama pemanfaatan, dengan tahapan pelaksanaan sebagai
borikut:

1

Pengguna mengusutkan dan memohan persetujuan kepada Pengelola atas B
¥ang akan dimanfaatkan ofeh pihak ketiga dilengkapi data-data sebagai berikut

d4) Akte pendiran;

2} Memillki SIUF sesual bidangnya;



0

o7

jtw)

Tt

0

fi Kemiliki meda! kerja yang suxup; dan

g1 Data tekns:
1} Tanah - Lokasi/alamat, luas, status, penggunaan saat ini;
21 Bangunan - Lokasi/alamat luas, status/iMB, kondisi;
3) Rencana penambahan bangunan gedung dan tasiitas lainnya dengan
memperhiatikan:

- KDB {Koefisien Dasar Bangunan)
KLB (Koefisien Luas Bangunan).

Pengelola menyusun dan menyampatkan sural kepuiusan  tentang panitia
tenderflelang kera sarma pemanfaatan BMD untuk ditetagkan oleh Kepala
Daerah;

Panitia melgkukan peneliian dan pembahasan atas proposal atau syrat
permahonan yang diajukan olen permohan serta meiakuxan pereltian lapangan
yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitiar

Panitia membetikan dan menyampakan sajan pertimbangan kepata Kepala
Daerah;

Panitia menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan dar
Kepala Daerah tentang persetujuan pemaniaatan,

Paritia  menyiapkan keputusan Kepala Daerah  tentang persetujuan
pemaniaatan.

Panitia menyiapkan surat perjanjian dan beriia acara scrah weima;

Penandatanganan surat perianjian oleh pengeioia atas nama Keoata Dasrah dan
mitra kerja sama pemanfaatan,

Penyerahan BMD kepada mitra kefja sama nemanfaatan yanng dituangkan
dalam berita acara serah terima barang;

Pelaksanaar: kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah ditetapkan dalam
Surat Peranjian yanyg memuat antara lain

a) Pihak-pihak yang terikat daiam perjanjian;
by Obyek kerjasama pemantaatan;

¢l Jangka wakiu kerjgsama pemantaaian paling lama 30 tiga puluh) tahur sejak
nerjanjian ditandatangan: dan dapat diperpanjany,

d) Pokok- pokak mengenai kerjasama pernanfaatan;
e) Data barang milik dastah yang menjadi objek kerjasama pemaniaatan,
fi Hak dan kewajban para pihak yang terikat dalam perjanjEan;

Besarnya kontribusi tetap dan pembagizn hasl keuntungan  ditctapkan
dengan keputusan Kepala Dasrah dan dicantumkan dalam Surat Perjanjian
Kerjasama Pemanfaatan’

]

ny Sanksi,
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Pasal 17
7 prosecur bangun guna seran, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berkut.

“epala Daerah meretapkan sudrat keputusan tentang panitia tendedlelang
basgun guna serah;

Pihak ketiga mengajukan permohonan  penggunausahaan kepada paniba
tender/lelang;

Panitia mefakukan penelitian dan pambahasan atas proposal ataw  surat
permohonan yang digjukan oleh pemohon serta melakukan penelitian lapangan
yang dituangkan dalam berita acara hasil peneiitian;

Panitia membertkan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala
Daerah:;

Panitia menyiapkan surat jawaban penclakan atau perseiujuan kerja sama
nangun guna serah dari Kepala Daerah,

Pantia menyiapkan keputusan Kepala Daerah tentang persetujuan kera sama
bangun guna serah,

Panitta menyiapkan surat perjaniian gan berita acara serah fgrima;

Penandatanganan surat perjanjian cleh pengeiola atas nama Kepaia Daerah dan
mitra bangun guna serah;

Penyerzhan BMD kepada mitra kerja sama bangun guna serah yvang dituanrgkan
dalam berita acvara serah ierima barang:

Pelaksanaan bangun guna ssrabh atas barang milkk daerah dietapkan dalam
surat Perfanjian yang memuat antara lain:

a) pihak-pihak yang tenkat dalam peranian;
b obyek Dangun guna sersh,

ol fangka wakiu bangun guna serah paling lama 30 {tiga puiuh) ishun sejak
perjanjian ditandatangan;

i) pokok- pokok mengenal bangun guna seran,

e] daia barang milik daerah yang menjadi chjek bangun guna seraf:
fi  hak dan kewapban para pihak yang terikat dalam perjanian:

g) jumlah/besarnya kentribus: yang harus dibayar ofeh Pinak Ketiga:
Nt sanksi;

‘) Surat Perjanjian ditandatangani oleh pengelola atas nama Kepala Daerah
dan mitra Kerasama,

i1 Persyaratan lain yang dianggap perlu.



.

‘1

)]

Ly

Lo

ihai¢ xeliga mergajuken permohonan penggunausanazan  kepada panitia

Fanitia metakukan penelitian dan pembahasan afas proposal atau surat
nerrohanan yang diajukan oleh pemohon serta melakukan penclitian lapangan
vang dituangkan dajam berita acara hasil penelitian;

Panitia memberikan dan menyamgaikan saran pertimbangan kepada Kepala
M .
LEEran,

Danitia menyiapkan surat jawaban penoclakan atau persetujuan  kerjasama
nangun serah guna dar Kepaia Daerah;

Panitia menyiapkan keputusan Kepala Dasrah tentang perselujuan xerja sama
bangun serah guna;

Panitia menyiapkan surai perjanjian dan berilta acara serah tenma:

Penandatanganan surat perjanjian oien pengelola atas nama Kepala Daerah dan
mitra bangun serah guna: dan

Penyerahan BMD kepada mitra kerja sama bangun serah guna yang dituangkan
dalam berita acara serah tenma harang

. Pelaksanaan bangun serah guna atas barang milik daeral ditetapkan dalam

Surat Penanjian yang memuat antara lain
a) Pihak-oihak yang terikat dalam pegan)ian:

b1 Obyek bangun serab guna:

¢) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani:

41 Pokok- pokok mengenal hangun serah guna;

e Data barang milik daerah yang menjadi ctjek bangun seran guna.

f) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam peranjian:

g Jumlah/besarnya kontribusi atau Lang sewa yang harus dibayar oleh Finak
ketiga,

H:  Sanksi;

il Surat Perjaniiar ditandatangani oleb pengeiom atas nama Kepala Daerab

dan mitra keriasama;

Persyaratan lain yang dianggap perlu.

e
_—

Pasal 19

Uraian prosedur panghapusan B selain tanah dan/atau bangunan, dengan
tanapan pelaksanaan sebagat derikut:

1

Pengguna mengusulkan penghapusarn SMD kepada Kepaia [aersh melalu
Pergelola:
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=L e fesgwg BN akan dihapuskan,  dokumen
YSLETT 3D Boemitigteag SELZELTEAD pemoiayaanr premelharaan/perbaikan
#-TuT L= 2rn yarg diczacars FERL yang hasilnya dituangkan dalam berita

FI27E 728! pEnsitan dan disamoatkan kepada Kepala Daerai melali Pengeiota:

who s TeNgaiuan  permanonan persetuyfian  kepada Kepals Daerah
TEnZEral rencana penghapusan  dengan melameitkan  berita  acara nasil
SETedlan pantia PerGhapusan:

* Zslsiah mendapar persetujuan Kepala Daerah, keputusan Senghasusan BMD

=EEbsan oleh Pengelola atas nama Kepazia Daerab dan taia cara penjualan
~248n cara igiang umum melalui Kantor | giang Negara atay lelang terbatas
=Ry disumbangkan/dihibahkan atay dimusnahkan:

© ="l pengguna melakukan pemusnahan aas Larang inventaris vang felah
Thapuskan dan sudah lidak ekcnomis laqi;

=it pengguna membuat berita acara pemusnahan yang disampaikan kepada
~angeloia melahyi Fembantu Pengelola: dan

I Fambanty Pengelala menghimpun  heritz acara Pemusnahan  atas barang
aventaris yang dihapuskan dan sudah tidak ekonomis tagi dari unit pengguna,

Pasal 20

-T2A0 prosedur penghamusanf;}embmngkaran hangunan, dengan tahapan
= ansanaan sehagai berikut

Unit penggung mengusulkan penghapusam’pembongkaran naEnuunan yang akan
direhab atau dibangun kembati:

Is1

Fembanty Dzngeiola menghmpunr  ysulan penghapusam‘pembongkaran
bangunan dar; pengguna:

= Pembentukan panitia penghapusanﬁpembongkaran dar penjuaian bangunan
dengan Keputusan Kepala Daerah dengan melicatkan tim teknis Dinas Fekeraan
Umum;

< Panitia menelitiimengecek fisjk Dargunan yang akan dihapuskam’dibmngkar,
dokumen kepemilikan, administrasi. DENgouUngan pembiayaan
remeltharaan/perbaikan maupun data lain yang dipandang peri:

wn

Fanitia {(dari Dinas FPU) membuat berita acars hasil pemeriksaan fisik Cangunan.

!J.'I

FPengelola membuat permohonan  gersetujuan Penghapusan/pembongkaran
kepada Kepala Daeran dengan melamgirkan herita acara hasi pemeriksaan fisik
bangunan:

=

Fengefola  membuat rancangan  Keputusan Kepalz Daerah  tentang
penghapusanfpembongkaran bangunan;

&. Penetapan Keputusan Kepala Daerah lentang penghapusan/pembangkaran
bangunan:

% Pemanfaatan Bangunan yang akan dibongkar metalyi -
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o.miran sisz material bargunan yang telah diborgkar untuk kepentingan sosial.
czagarmaan dan kemanusiaan sertz uptuk kepentingan penyelenggaraan
cermanrieh yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dacrah: dan

)

. Pemanfaatan kembali sisa malterial yang telah dibongkar cleh unit pengguna
yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Pengelola.

Fembaniu Pengelola menghimpun berita acara pemanfaatan atas sisa material
bangunan dari unit pengguna.

Pasal 21

Uraian prosedur pelepasan hak atas tanah danfatau bangunan melalui pembayarar
ganti fugl (penualan) atau tukar menukar (ruilslagitukar guling), dengan tahapar:
nelaksanaan sebagal berikut.

9
2.

tn

S}

Kepala Dgerah membentuk panitia penaks:r;

Panitia melakukan perelifian atas kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan
tanah dan/atau bangunan ianah;

Panitia melakukan penaksiran atas besarmya nilai atas tanah danfatau bangunan
dengan bercedoman pada harga dasarfumumiNJIOR  tanah yang  berlaku
setemgat dan untuk bangunan ditaksir berdasarkan nilai bangunan pada saat
pelaksanaan penaksiran dan hasilnya dikurangi dengan nilar susut bangunan
yang dihiturg berdasarkan persentase penyusutan;

FPanitia metakukan peneltian atas bonafiditas dan loyalitas caion pihak ketiga dan
memberikan saran-saran kenada Kepala Daeral.

Panttia peraksir membuat berta acara hasit oenaksiran yang disampakarn
kepada Kepaia Dasrah melalu Pengelala;

Pengelola menyiapkan surat permohonan Kepala [Dacrah  atas  rencana
pelepasan hak atas ianah danfatau bangunan dengan melampirkan berita acara
hasil penaksiran panitia penaksir kepada DPRD kecuali vang ticak memerlukan
persetuiuan DPRD sesuai dengan Peraturan Pemearintan Nomar 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ldaerah Fasal 5% ayat (3);

Berdasarkan persetujuan OFRD. Kepala Uaerah menetapkar keputusan teniang
gelepasan hak aftas tznah dan bangunan dengan cara ganti rug atau tukar
menukar,

Melepasan hak dengan cara penjualar yang difakukan mealaiu: poeianganiender
dan didengkapt dengan surat pernyataan dari pihak xeliga mengenai kesediaan
merafima pelepasan tanah daniatau bangunan dengan pembayaran ganti rugi
seguai ketentuan yang berlaku yang difuangkan dalam Zeria acara serah terima;

Pelepasan hak dengan cara tukar menukar secara mangsung (tidak melalu
peisiangan/ender) dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan daiam berita
acara pelaksanaan pelepasan diatur datam surat perjanjian bersarma antara
permerintah daerah dengan pihak ketiga:dan
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Pargguna’Kuasa Pengguna mengajukan permohonan poenghapusan kendaraan
dines operasional yang telah memenuhi persyaratan umar kendaraan kepada
Kepala Daerah melalul Pengelola:

2. Kepala Daerah membentuk panitia penghapusan kendaraan dinas operasional;

1 Panitta melakukan penelitan dan seg administrasifxepemilikan kendaraan,
woadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensl
penggunaannya, biaya operasional, nilai juai kendaraan dan lain-lam yang
dituangkan dalam bentuk beriia acara;

4. Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Dacrah menetapkan keputusan ientang
penghapusan kendaraan dinas operasional;

5 Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan  penjuaiannrya dapat
dilakukan melaiu pelelangan umum atau peleiangan terbatas. Pelelangan umurm
dilaksanakan meialui kantor lelang negara. Pelelangan terbatas dilaksanakan
oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan koputusan kepala
daerah: darn

5. Hasii penjualan disetor ke kas daerah.

Pasal 24

Uraian prosedur penjualan ruman dinas daerah goiorgan LI dengan tahapan
pelaksanaan sebagar berikut

1. Calon pembeil mengusulkan permohonar pembelan rumah dinas dagrah
golongan 't kepada Kepala Daerah melalui Pengelola;

2. Pengelola mengkoordinit permohanan pembelian rumah dinas dinas daeran
golongan i1 dan meiaporkan kepada Kepala Daerah;

4 Setelah mendapat persetujuan dari Kepaia Daerah, maka dibentuk panitia
penaksir gan panitia penitat vleh Pengeioia,

4 Pamtia penaksir melakukan penelitian dari segi pembangunan dan pernilikan
rumak danfatau tanahnya. readaan fisik rumai, perbaikan-perbaikan yang telah
dilaksanakan, ijin penghuni, persyaratan personii pegawal dar segl masa karja
atau pernah/beium pernah membell rumah pemerintah dengan cara apapun serta
menaksirkan harga remah dan gant rugi atas ianahnya disesuakan dsngan
keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan yang dilakukan atas Diaya
permerintah daerah Hasl penaksivan paniia penaksir dituangkan dalam hemiuk
nerita acara yang disampaikan kepaca Pengainia dan Panitia FPeniiai,

F_,“':

Panitia penilai melakukan penilaian atas hasit penaksiran pantia penaksir dan
nasil penilaiannya diuvangkan dalam bentuk herita acara yang disampaikan
kepada Pengelola:

6. Pengelola menetapkan/memutuskan harga taksiran berdasarkan hasil penaksiran
panitia penaksiran dan hasi penilaian panitia penilai;
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_ BT 22ria acara nasil perilaian ganitia penilai,
gTsysrawEr-resyaratan admincsirasi dan pejabativegawai pembeli, selanjutnya
penjuglan ruman dinas dasrah goiongan [ danfatau ganti rugl atas tanah
nangunannya, dietapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Dalam Keputusan
nenjualan rumah dinas daerah golongan Il harus dengan tegas menetagpkan
penpalar rumah dinas daerah golangan il dan termasuk {anah bangurannya
atau rumahnya saja atau tanahnya saja, Kepada masing-masing pegawai,
dengan mencantumkan pula jabatannva.  Selain ite harus  ditegaskan
telaksanaan penjualannya diatur daiam Surat Parjaniian Sewa Beli:
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Calon  pembeli menyetor minimum 5% dar harga ual rumah beserta
tanahnya/gant! rugi tanahnya yang telah ditetapkan ke kas daerah.

FPenandatanganan surat perjanian sewa beil rumah dan ganti rug atas tanahnya
olel Kepala Daerah selaku ginak t dan masing-masing pembeli/pegawai selaki:
pihak I, Dalam Sural Penanjian tersebut harus dicanfumkar besarmya angsuran
buianan yang sama terhadap sisa harga yong beium dilunas, wakiu pelunasan
seiuruh harga jualnya dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) t2hun Apabila
dilunasi datarm waklu yang lebih vepat, maka dapat dilakukan pelepasan hak.
Sefain itu datam Surat Peranjian tersebut harus dicantumkan pula persyaratan
lainnya yang dipandang pertu mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila
terjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan yang beriaku:,

Setelah pembel melunasi cicilan rumah dan/atau gant: rug atas tanahnya maka
Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang pelepzsan hak Pemenntah
Daerah atas rumabh danfataue tanah bangunannya yang telah dijual kepada
pembeli dan menetapkan penghapusan rumah danfataw tanah bangunannya dari
Buku Inventaris kekayaan milk Femerintabh Dacran. Berdasarkan Keputusan
Kepala Daerah tersehut di atas, maka atas hak senifikat atas tanah bangunan
dapat dimohcen oleh pegawai yang bersangkutan univck mendapaikan sesuatu
hak pada instansi Peranahan seternpat.

Pasal 25

Uraian prosedur hibah atas tanah darfatas banguran, dergan tahacan pelaksanaan
sebagal berkut:

A

!\)

Pangelnla mengajukan Uusul hibah atas tarah dan/atau bangunannya kepada
Kepala Daerah disertai dengan peniciasan serta kelengkapan data:

Kepala Daerah dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkajl terhadap
rencana  pelaksanaan  hibah  dengan memperhatikan  kepentingan  sosial
keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerntahan:

Tim penelitt melakuxar penelitian dan pengkajian terhadap rencara hibah BMD
dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah;

Apabila Kepala Daerah menyetujui atas usul hibah tersebut, Kepala Daerah
mengajukarn permohonan kepada DPRD untux nelaksanaan
hibah/pemindahtangaran tanah dan/atau bangunan tersebut kecuali yarg tidak
memerlukan persefujuan DPRD sesuas dengan Peraturan Pemearintah Nomeor 27
Tahun 20414 Tertang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Fasal 35 ayat Lok
dan



______ T o«<Elerisn mimacsud  dalam o surat penanpan
3 Zar sural cernvatsan Doz serak tenma yang ditandatangani Kepala
Jaeran zan Finax Ketiga, maka dilakukan penghapusan tanah dan/atau

Lrian dan buky nventaris.
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Fasal 22

Uretan  prosedur penjualan kendaraan  perorangan  dinas, dengan  tahapan
pelaksanaan sebagai berikut:

-

i Permohonan pembelan kendaraan atas nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Craerah dengar melampirkan persyaratan:

d. Keputusan pengargkatan pertama sebagai Kepala Daerah dan Wakil Daerah:

b. Surat Pernyataan petum pernah membeli kendaraan perosangan dinas galam

tengaang wakiu 1C (sepuluh) tahun.

Kendaraan perorangan dinas vang dapat dijual adaiah kendaraan percrangan

dinas yang dipergunakan vieh Kepala Daesrah dan Wakil Kepala Daarah

4. Umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual sudah dipergurakan
selama 5 {lma) tahun danfatau lebth, sudah ada pengganti dan didak
mengaanggu kelancaran oelaksanaan tugas

e. Yarg berhak membell kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud
pada huruf a) adalah Kepala Dacrah dan Wakil Kepata Naerah yang telah
mempunyat masa jgbatan 3 (lima} t2hun atau lehih dan boium pernah membei
kendaraan perorangan dinas dar pemerintah dalam ienggang wakiu 10
(sepuith) fahun.

{1

2. Pembettukan panitia penjualan kendaraan dinas oleh Kepala Daerah yang
diusulkan oleh Pengelola;

2. Panitia meiakukan peneslitian dasi seg adrministratiffkepemilkan kendaraan,
keadaan fisix, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiens
perggunaannya. biaya operasicnal, nilai ;ua: kendaraan, porsyaratan pelapat
pemohon dan lain-air yang ctuangkan dalam beniuk berita acara yang
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pengeioia;

4. Penetapan Keputuszn Kegala Daerah fentang penjuaian sendaraan percrangan
dinas dengan lampiran yang memuat nama dan jabatan pembeli, data mengenai
xendarazan, hiaya perbaikan selama 1 (satu} tanun terakniz, harga jual sesuai
sergturan, harga jual yang dietapkan datam jumlab harga yang harus dibayar
pembel;

5. Penandatanganan surat pefjanjian sewa belt kendaraan percrangan dinas coleh
Fengelcla atas nama Kepala Daerah. apabila ada biaya perbakan selama 1
(satu) tahun terakhir maka biaya tersebut harus dibayar junas sekaligus ofeh
pembeli sebelum surat perjanjian ditandatangani; dan

§. Setelah harga jual kendaraan diunasi, maka ditetapkan keputusan Kepala
Daerah ientang pelepasan hak pemerintah daerah atas xendaraan perorangan
dinas kepada pembelinya dan penghapusan kendaraan percrangan dinas dari
nuky inventans pemerintah daerah.
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Fasal 28

Jdraian zrosedur  hibah  selain tanak  danfatay bangunan.

dengan tahapan
peiaksanaan sebagai berikut:

1. Pengguna mengajukan usul hibah selain tanah dan/aiau bangunan kepada
Kepaia Dasrah meialui Pengelnia disertai dengan penjelasan serta kelengkapan
data;

2. Kepala Daerah dapat membentuk tm untuk meneliti dan mengkaji terhadap
rencana hibah tersebut

i

Tim peneiiti melakukan venelitian dan pengkajiar terhadap rencana hibah BMD
dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah:

4. Setelah mendapatkan persetuiuan Kepala Daerab maka Fengeloia atas nama
Kepaia Daerah menetapkar Keputusan tentang penghapusanihicah MO dan

£

Pengguna melakukan serah terima barangfivah yang diuangkan dalam beriz
acara hibah.

Fasal 27

Uranan prosedur penyertaan modal daerak atas tunah dan atau bangunan, dengan
tahapan pelaksanaan sebaga: herikut:

1. Fengelcla mengajukan usui penyenaan modal pemerintah daerah a2ias tanah

danfatau bangunan kepada Kepala Daerah disertal wasan sertimbangan serta
kelengkapan data;

2. Kepala Daerah membentuk tim untuk meneliti dan mergkaji  usul yang
disampaikan cleh Pengelola;

3. Tim peneliti melakukan penelitian dan pengkajian terhadap rencana penyertaan
modal dar hasiinya disampaikan kepada Kepaia Daerah:

. Apabila Kepaia Daerah menyetujui atas rencara penyertaan modal tersabut,
Kepala Daerzh mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk

menghapus/memindahtangankan aset tersebuyt yang akan dyadikan sehbagal
cenyertaan modal;

- Setelah mendapat persetujuan DPRD, Kepaia Daerah menetapkan penghapusan
atas aset yang axan dijadikan sebagai penyertaan modal:

6. Selanjutnya  Pengelcla  menyiackan rancangan peraturar  daerah  tentang
penyeriaan maodal daerah:

-

. Penetapan rancangan perda penyertaan modal daerah oleh DRERD;

8. Setelab peraturan dasrah ditetapkan dan diindangkan  sclanjutnya dilakukan
penyerahan barang dengan berita acara serah terima aleh Pengelola xepada pihak
ketiga selaku mitra penyertaan modai daerah: dan

9. Pelaksanaan penyertaan modai sesuai peraturan perundang-Ladangan.
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Fasal 26

Jraian prosedur hibah  selain tanah dardatau  bangunan, dengan tahapan
selaksanaan sebagai berikut:

—

Fengguna mengajukan usul hibah selain tanah danfatau bangunan xepada

Kepala Daerah meiatui Pengelola disertai dengan penjelasan seda kelengkapan
data;

2. Kepala Daerah dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap
rencana hibah tersebut:

2 Tim peneliti melakukan neneslitian dan pengkaiian ternadas rencana hinah BMD
dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah:

&4 Setelah mendapatkan persetujuan Kenala Daerah maka fongelela alas nama
Kepala Daerah menetapkan Keputusan wentang penghapusandibah BMD, dan

hn

Pengguna melakukan seran terima barang/hibab yang dsivangkan dalam benta
acara hrbah,

Fasal 27

Uraian prosedur penyertaan modal daerah atas taran dan alau cangunan, dengan
tanapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pengelola mengajukan usul penyeriaan modal pemernnial: daerah aas tanah
dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah disertai aiasan perfimbangan serta
Kelengkapan data;

2. Kepala Daerah membentuk s untuk meneliti dan mengkaj usui yang
drsampaikan cleh Pengelola;

3. Tim peneliti melakukan penelitian dan pengkajian ferhadap rencana penyertazn
radal dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah;

4 Apabila Kepala Oaerah menyeiujul atas rencanma penyertazan modal tersebut
¥epala Dasrah mengamkan permchonan persetujuan kecada DPRD unluk
menghapus/imemindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai
penyertaan modal:

2. Setelah mendapat perselujuan DPRE . Kepala Daerah menetackan penghapusan
atas asel yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal;

G. Seiznjutnya  Hengefola menyiapkan rancanpan  oeraturan  daerah  tentang
penyertaan modal dasrah:

-~

. Fenetapan rancangan perda penyertaan modal daerah oleh GPRD,

4. Setelah peraturan daeran ditetapkan dan diundangkan  sslapjuinya dilakukan
penyeranan barang dengar berita acara seran ienma oleh Pengeicla kepada pikak
ketiga selaku mira penyertaan modal daerah; dan

9. Pelaksanaan penyertaan modal sesuai peraturan perundang-undangan.
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:  Pergguna mengajukan usul kepada Kepala Daerah melsiui Pengelola disertai
alasan pertimbangan dan kelengkapan dan hasit kajian tim intern unit pengguna;

Pergelola membentuk fim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan
cleh Pengguna.

[

3. Tim pengliti melakukan penelfitian dan pengkajian terhadap rencana penyeriaan
madal dan hasilnya disampaikan kepada Pengelola.

4. Apabila memerniuhi syarat. Pengelola dapat memperlimbangkan untuk merystuu
Jsul dimaksud sesual batas kewenangannya,

Herdasarkan hasil peneltian dan pengkajian dimaksud maka Pengeiola
menyampaikan kepada Kepaia Dacrah dan anabila Kepaia Dagrah menyetujui
selanuinya  Pengelola  menyiapkan  rancangan  peraturan  duaerah  dan
disampaikan kepada DPRD;

il

. Pengtapan rancangan perda penyertaan maodai daerah oleh DPRD: can

7. Setelah peraturan daeran ditetapkan maka Pengguna melakukan penyerahan
barang xepada pihak xeliga dan cituangkan dalam zerita acara scrah terma
barang.

FPasal 29

Uraian prosedur rekonsiliasi data BMD, dengan tahapan pelaksanaan sebagai
Deriku:

1. Pengurus Barang menenma dekumen sumber dari PPK SKPD, PPTK danfatau
Pejabat Fembuat Komitmen (PPK} berupa SPR/kantrak, SPF20 dan BAST;

-J

berdasarkan dokumen tersebui Pengurus Barang dan operator aplikast SIMDA
OBME melakukan input data B,

3. Setiap akhir semeaster, Pengurus Barang melakukan rekensiliasi intermal dengan
PPK-SKPD, PPTK darfatai: Pejahat Pembuat Komitren (PPX) une pengguna
unik menerbitkan Laporan Barang Pernggura Semesieran (LBHS);

Ja

Oparator  apikasi SIMOA BMD  melakukar  inpat daia SMD yang  telah
dirgkonsiiasi untuk menernitkan LBES,

Fengguna menyampaikan { BFRS kepada Pengelola melaiui Pembantu Pengelela;

n

©. Berdasarkan LBPFS& vang disampaikan Pengguna, Pembantu  Pengelola
melakukan rekonsiliasi interral antara Bidang Aset dan Bidang Akuntansi
DIRFKALD tentang data BMD dengan penyerapan anggaran;

7. Apabiia hasil rekonsilias! mternal Pembanty Pengeiola tersebut  terdapat
perbedaan data dengan LBPS maka LBPS dikembalikan kepada Pengguna
uriuk diperbaiki.
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